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SISTEM PEMILIHAN UMUM DI DUNIA

Sistemn Pemilu yang digunakan oleh negara-negara di dunia sangat variatif
Sebuah negara dengan karakter demografis dan geografis yang sama belum
tentu menganut sistern Pemilu yang sama. Negara yang menganut bentuk dan
sistem pemerintahan yang sama belum tentu juga mengadopsi sistem Pemilu
yang sama, demikian pula sebaliknya

Rumpun Sistern Pemilu
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Plurality/Majority System (Sistem Pluralitas/Mayoritas)

Disebut juga sistem distrik. Dalam sistern ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan
yang biasanya berdasar atas jurmlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali
padavarian Block Vote dan Party Block Vote Kandidat yang memiliki suara terbanyal akan mengambil
seluruh suara yang diperolehnya. Viarian dari sistem ini adalah First Past the Post, Alternative Vote, Two
Round System dan Black Vote

Proportional System (Sistem Proporsional)

Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh Partai Politik dalarm sebuah daerah pemilihan
berbanding seimbang dengan proporst suara yang diperoleh partal tersebut Varian dari sisterm ini
adalah Froporsional Representation dan fransferable Vote

Sistem Campuran

Merupakan perpaduan penerapan antara Plurality/Majority System dan Proportional System. \farian dari
sistern ini adalah Paralfel Systern dan Mix Member Proportional



Memberikan kesempatan
kepada setiap warga negara
untuk menggunakan hak
politiknya

Terjaminnya pergantian
kepemimpinan secara
reguler dan damai

Meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas hidup masyarakat

Mempertahankan
kedaulatan rakyat dan
tetap tegaknya Negara




SEJARAH PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

PERIODE SOEKARNO {Pemilu 1955}

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN PEMILY PERISTIWA

1871

18771997

g i s R : : Tl Vi i i u i F3hk I 31 M BRI

PEMILU ANGGOTA DPR, OPD dan DPRD




PESERTA PEMILU

TAHUN PELAKSANAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN




\ 4

KPU PROVINSI
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KPU KABUPATEN/KOTA

PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK)

PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS)

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

PANITIA PEMILIHAN
LUAR NEGERI (PPLN)
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KOMIS,

, - PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

WAKIL PRESIDEN RI

SOEKARNO MOHAMMAD HATTA
(1945 - 1967) (1945 - 1956)

Bl. HABIBIE
(1998 - 1999)

WAHID SOEKARNOPUTRI
(1999 - 2001) (1999 - 2001)

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI
(2001 - 2004)

HAMZAH HAZ
(2001 - 2004)

JOKO WIDODO MUHAMMAD JUSUF KALLA
(2014 - 2019) (2014 - 2019)




PENYELENGGARA PEMILU

LPU (Lembaga Pemilihan Umum) KPU (Komisi Pemilihan Umum)

LPU menyelenggarakan Pemilu sejak tahum;

ﬂ sampal dengan “
1971 | PPPPPPP 1997
Pada Pemilu 1999 anggota KPU terdiri

diketual oleh Menteri Dalam Neger| dari 48 wakil partai politik peserta
pemilu dan 5 erang wakil pemerintah

itk
1955

PRI menyelenggarakan
Pemilihan anggota DPR

dan Kenstituante tahun
1955 dan berkedudukan Beranggotakan 5 - 9 orang, Panitia F.'emilihan Landasan hl.lk].“'l:l:
di tingkat pusat dizangkat dan diberhentikan Indonesia untuk Amandemen ketiga UUD 1945
oleh Presiden tingkat pusat tanggal 9 November 2001
Pasal 22E ayat (5):
Pemilihan umum diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan
umum yang bersifat nasional,
@ Panitia Pemilihan Daerah Tingkat | = fekip ci) ot
. untuk Provinsi Keppres No. 70 tahun 2001
\ } tanggal 5 Juni 2001;
\ O/ = Panitia Perniliban tingkat KPU bersifat independen
. , Provinsi beranggotakan dan non-partisan
5 - 7 orang, diangkat
dan diberhentikan
’ b oleh Menteri Kehakiman z::;tl:au:::‘:;:':;::zah Hogetil
4 1 PR TIBEBAREL At Pada Pemilu 2004, pembentukan

; keanggotaan KPU melalui
pelaksanaan tugas dan -
kewenangan KPU, dibentuk pengusulan Presiden kepada DPR
Sekretariat Umum yang dipimpin oleh
itia Pemungutan Suara i ; 5
Panitia gut seorang Sekretaris Umum leanggataan KPU melalul saieksi

, , dan Panitia Pendaftaran Pemilih dan merupakan Badan Pemerintah tarbuila oleh Paritia Selukel
Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten beranggotakan 5-7 orang, dan fit and proper test oleh DPR RI
diangkat & diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri

Sejak Pemilu 2008, pembentukan

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 tahun 7853 Sumber: Undang-Undang Nomor: 15 tahun 1969 e



DENAH PEMUNGUTAN SUARA
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llustrasi: Denah Pemungutan Suara Pemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015



